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ABSTRAK

Pada zaman globalisasi saat ini menimbulkan banyak kemajuan-kemajuan teknologi
yang dapat membantu memudahkan aspek-aspek kehidupan yang salah satunya adalah
pertukaran-pertukaran informasi lintas negara. Salah satu aspek yang diperlukan untuk
menunjang pertukaran-pertukaran informasi antar negara adalah proses penerjemahan.
Penerjemahan dapat dilakukan salah satunya dengan cara menggunakan jasa seorang
penerjemah tersumpah. Pengaturan mengenai Penerjemah Tersumpah di Indonesia
diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29
Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Dan
Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

Hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa penerjemah tersumpah dengan
penerjemah tersumpah diatur di dalam hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut
UUPK. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen pengguna jasa dan
penerjemah tersumpah masing-masing diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7
UUPK. Jika terjadi suatu kerugian yang dialami konsumen maka sudah seharusnya
penerjemah tersumpah memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen yang

dirugikan sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak.
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat yang senantiasa
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada zaman globalisasi yang semakin berkembang seperti saat ini tentu
menimbulkan banyak kegiatan yang semakin mudah untuk dilakukan. Salah
satunya adalah hubungan-hubungan lintas negara yang akan semakin mudah untuk
dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga menyebabkan sangat
diperlukannya pertukaran-pertukaran informasi lintas negara yang kemudian
menuntut diperlukannya kemampuan berbahasa asing yang baik untuk dapat
melakukan berbagai hubungan-hubungan lintas negara yang memiliki bahasa yang
berbeda dari Bahasa Indonesia. Hal inilah yang harus ditekankan dalam suatu
hubungan lintas negara karena jika tidak adanya kemampuan bahasa asing yang
baik dapat mengakibatkan terhambatnya pertukaran-pertukaran informasi yang
dibutuhkan, dan jika hal ini terjadi maka kegiatan menerjemahkan menjadi kegiatan

yang sangat krusial untuk dilakukan.

Menurut KBBI “penerjemahan” adalah proses, cara, perbuatan menerjemahkan;
pengalihbahasaan.! Ketika komunikasi terjadi diantara orang-orang dengan bahasa
yang berbeda-beda maka penerjemahan akan diperlukan untuk mempermudah
proses komunikasi. Hal inilah yang menjadi latar belakang lahirnya profesi
penerjemah di Indonesia. Menurut Nababan proses (penerjemahan) ialah
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja. Proses penerjemahan dapat
diartikan pula sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang

penerjemah pada saat dia mengalihkan amanat dari bahasa sumber ke bahasa

! https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerjemahan diunduh pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 18.23
WIB
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sasaran. Tentu saja pengalihan amanat ini juga harus didasari oleh berbagai
kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang penerjemah, misalnya kebahasaan,
penguasaan teknik, teori, penggunaan sarana pembantu, dan lain-lain. Karena jika
seorang penerjemah dalam proses penerjemahan tidak memperhatikan syarat-
syarat yang harus dimiliki seorang penerjemah maka bisa saja hasil penerjemahan
(teks terjemahan) akan menyesatkan pembaca atau pengguna. Nababan juga
menyatakan bahwa tidaklah berlebihan kalau ada pendapat yang menyatakan
bahwa terjemahan yang tidak baik akan menyesatkan dan sekaligus meracuni
pembaca. Dalam proses terjemahan ini terdiri atas 3 tahap, yaitu analisis Teks

bahasa Sumber (BSu), 2) Pengalihan pesan, 3) Restukturisasi.?

Penerjemah di Indonesia pada dasarnya dibedakan ke dalam dua kelompok, yakni
penerjemah umum dan penerjemah tersumpah, perbedaan diantara keduanya
adalah penerjemah tersumpah merupakan profesi yang membutuhkan
keahlian khusus dalam menjalankan profesinya, dan memiliki tanggung jawab
besar atas kebenaran dan kualitas hasil terjemahannya, tanggung jawab ini juga
termasuk tanggung jawab terhadap kesalahan kecil seperti contohnya mengenai
kesalahan pengetikan nama dan juga angka. Penggunaan kosa kata yang tepat
sangat penting dalam pembuatan akta agar tidak terjadi multitafsir atau kesalahan
dalam menafsirkan mengenai maksud dan isi Akta. Selain itu perbedaan lainnya
penerjemah tersumpah adalah mereka yang telah lulus dari ujian kualifikasi
penerjemahan yang diselenggarakan oleh Fakultas IImu Budaya (dulu Fakultas
Sastra) Universitas Indonesia dengan nilai A (minimal angka 80).2 Setiap
penerjemah tersumpah harus memahami terminologi hukum, memiliki
pengetahuan tentang hukum dan sistem hukum karena memahami teks hukum

bukan hanya memahami bahasanya saja, tetapi juga harus memahami dampak

2 M.Rudolf Nababan, Teori Menerjemah Bahasa Inggris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003 him. 25
3https://www.kompasiana.com/penerjemahtersumpahsemarang/5500064aa333115263510536/tahukah
-anda-apa-itu-penerjemah-tersumpah diunduh pada tanggal 28 September 2020 pukul 17.41 WIB
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yang ditimbulkan dari sebuah teks hukum.* Penerjemah tersumpah sendiri
merupakan penerjemah yang melakukan profesinya khusus untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
sebagimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah yang
selanjutnya akan disebut Permenkumham Nomor 4 Tahun 2019 (Permenkumham
Penerjemah Tersumpah).> Dokumen yang telah diterjemahkan juga dapat
dipertanggungjawabkan setelah melalui proses penyetujuan dari Kementerian Luar
Negeri dan juga Kementerian Hukum dan HAM.® Penerjemah inilah yang akan
ditelusuri lebih lanjut di dalam penelitian ini, jasa penerjemah tersumpah biasanya
dibutuhkan untuk menerjemahkan dokumen-dokumen pribadi seperti akte lahir,
ijazah, raport siswa, kartu keluarga, dan lain sebagainya.” Dan sebagian penerjemah
tersumpah mendaftarkan tanda tangan atau cap mereka pada kedutaan-kedutaan
besar di Jakarta guna mempermudah pihak kedutaan untuk memvalidasi hasil
terjemahan tersebut melalui cap dan tanda tangan yang telah didaftarkan tersebut,
sehingga klien (pengguna jasa penerjemah) dimudahkan.® Sedangkan penerjemah
umum pada dasarnya tidak memiliki peran sedalam penerjemah tersumpah, dimana

penerjemah umum menghasilkan terjemahan yang tidak memiliki tanggung jawab

4 Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris, Made Dita Widyantari
https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/48955/29163 diunduh pada tanggal 19
Desember 2020 pukul 19.27 WIB; Sriyono, S. (2014). Penerjemahan Tema Pada Teks Hukum.
Adabiyyat: Jurnal Bahasa dan Sastra, 13 (1), 66-93, h.71.

5 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019

8 https://wolipop.detik.com/work-and-money/d-2768812/perbedaan-antara-penerjemah-tersumpah-dan-
biasa-mana-yang-lebih-baik diunduh pada tanggal 8 Mei 2020 pukul 15.33 WIB

7 Penerjemah Tersumpah: Pengaturan dan Praktiknya, Edward James Sinaga
https://www.researchgate.net/publication/340703010_Penerjemah_Tersumpah_Pengaturan_dan_Pra
ktiknya diunduh pada tanggal 28 September 2020 pukul 17.19 WIB

81d.
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sebesar tanggung jawab tersumpah dan pada umumnya tidak memerlukan
pengertian-pengertian hukum seperti penerjemah tersumpah.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa penerjemah tersumpah memiliki tanggung
jawab yang besar untuk dokumen yang ia terjemahkan maka untuk menjadi seorang
penerjemah tersumpah diperlukan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang harus
dipenuhi untuk menjadi seorang penerjemah tersumpah. Untuk menjadi seorang
penerjemah tersumpah ia harus melewati ujian resmi yang dilakukan oleh
Himpunan Penerjemah Tersumpah (HPI) serta Lembaga Bahasa Internasional
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB Ul) sebagai Prosedur Menjadi
Penerjemah Tersumpah. Ujian yang dilaksanakan oleh HPI telah dikenal dengan
sebutan Tes Sertifikasi Nasional (TSN). FIB Ul melaksanakan Ujian Kualifikasi
Penerjemah (UKP).

Untuk TSN, ujian dilakukan tentang penerjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia
serta Indonesia ke Inggris. Tes penerjemahannya adalah teks-teks hukum. Dalam
UKP standar nilai ujian yang dibutuhkan adalah 80 / nilai A. Apabila standar
tersebut telah dipenuhi maka anda akan berhak untuk disumpah oleh Gubernur DKI
Jakarta. Setelah itu, Gubernur dari DKI Jakarta akan memberikan Surat Keputusan
(SK) yang menunjukkan bahwa anda adalah Penerjemah Tersumpah. Penerjemah
yang bisa mengikuti UKP adalah penerjemah yang mempunyai KTP Bogor,
Depok, DKI Jakarta, Bekasi dan Tangerang.® Kemudian setelah melewati ujian
tersebut untuk diangkat menjadi seorang penerjemah tersumpah harus memenubhi
syarat-syarat serta prosedur-prosedur untuk mengemban profesinya. Syarat-syarat
yang harus dipenuhi adalah:°
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

9

https://kantorpenerjemahtersumpah.com/prosedur-menjadi-penerjemah-tersumpah/ diunduh pada
26 Februari 2020 pukul 20.38 WIB

10 pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019
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b. Dberkewarganegaraan Indonesia;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

d. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di
Kantor Kedutaan/Perwakilan Republik Indonesia di luar negerti;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. telah lulus ujian kualifikasi Penerjemah yang diselenggarakan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Organisasi Profesi atau
Perguruan Tinggi;

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
dan

h. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang

untuk dirangkap.

Sementara prosedur untuk menjadi seorang penerjemah tersumpah pada dasarnya
dibagi menjadi tiga bagian yakni: tahap mengajukan permohonan, tahap

pemeriksaan permohonan, dan tahap pengambilan sumpah.

Pada tahap mengajukan permohonan seseorang atau kuasanya harus
mengajukan permohonan yang diajukan kepada Menteri. Permohonan tersebut
diajukan secara tertulis, permohonan paling sedikit harus memuat identitas diri

pemohon, dan jenis Bahasa yang akan diterjemahkan.

Selanjutnya, pada tahap pemeriksaan permohonan Menteri menetapkan apakah
dokumen persyaratan yang diajukan telah lengkap atau tidak jika belum maka

dokumen akan dikembalikan dan dimintakan kelengkapannya menurut jangka
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waktu yang telah ditentukan, jika telah lengkap maka Menteri akan menetapkan
dalam keputusan pengangkatan penerjemah tersumpah.

Kemudian pada tahap pengambilan sumpah penerjemah tersumpah wajib
mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya. Pengambilan sumpah/janji ini
harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tangal keputusan pengangkatan penerjemah tersumpah diterbitkan, dalam hal
telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan keputusan pengangkatan
penerjemah tersumpah dapat dibatalkan oleh Menteri, kecuali terdapat permohonan
perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji dari pemohon. Pengambilan
sumpah/janji wajib dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janiji.
Selain menyampaikan berita acara, penerjemah tersumpah juga wajib
menyampaikan surat penyataan telah melaksanakan profesi yang ditandatangani
diatas materai yang berlaku, dan keterangan tertulis mengenai alamat kantor,

contoh tanda tangan, paraf, cap/stampel penerjemah tersumpah.**

Konsumen yang memilih menerjemahkan dokumen yang diperlukannya dengan
menggunakan jasa penerjemah tersumpah dapat menemukan penerjemah
tersumpah dengan mencari jasa penerjemah yang telah memiliki sertifikasi resmi
untuk melakukan tersumpah, dan akan menghasilkan sebuah dokumen resmi.
Namun tidak selamanya proses penerjemahan dapat menghasilkan terjemahan yang
sangat akurat kebenarannya, karena sekalipun terjemahan ini dilakukan oleh
seorang penerjemah tersumpah tetap saja masih dapat terjadi masalah-masalah
yang mungkin dapat terjadi sehingga dapat menyebabkan tidak dapat terciptanya

hubungan-hubungan lintas negara secara lancar dan mudah.
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Salah satu permasalahan dari profesi penerjemah tersumpah yakni perkembangan
pertukaran informasi pada era globalisasi telah membuka persaingan besar hampir
di setiap aspek lapangan kerja, tidak terlepas diantaranya dunia penerjemahan.
Namun, kesiapan Indonesia menjawab tantangan dalam menyambut era globalisasi
ini belum sepenuhnya terpenuhi karena belum adanya pembenahan yang
menyeluruh terutama pada kualitas penerjemah baik lisan maupun tulisan.?
Sementara hubungan dengan pelanggaran hak konsumen dapat terjadi dalam
contoh dalam hal seorang konsumen memerlukan jasa penerjemah tersumpah untuk
menerjemahkan Surat ljin Mengemudi (SIM) berbahasa Indonesia ke dalam bahasa
asing untuk dapat mengendarai kendaraan pribadinya di luar negeri namun terjadi
kesalahan yang dilakukan oleh seorang penerjemah tersumpah itu dalam
menerjemahkan Surat ljin Mengemudi (SIM) tersebut yang kemudian dapat

merugikan konsumennya, tentu hal ini dapat merugikan konsumen.

Tentu jika terjadi kesalaan dalam penerjemahan dokumen maka konsumen dapat
memintakan pertanggung jawaban kepada pihak pelaku usaha, mengingat transaksi
antara konsumen dengan pelaku usaha jasa penerjemah tersumpah faktanya sesuai
dengan definisi konsumen dan pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UUPK), namun yang menjadi
permasalahan bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban dari pihak penerjemah
tersumpah mengingat di dalam UUPK dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2019
tidak diatur mengenai tanggung jawab penerjemah tersumpah jika terdapat

kesalahan dalam menerjemahkan dokumen yang diberikan konsumen kepadanya.

2. Rumusan Masalah

12 https://nasional.kompas.com/read/2008/04/06/17494544/kompetensi.penerjemah. _dipertanyakan
diunduh pada tanggal 5 Februari 2020 WIB
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2.1 Bagaimanakah struktur tanggung jawab penerjemah tersumpah berdasarkan
UUPK?
2.2 Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kualitas

terjemahan dokumen berdasarkan UUPK?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

3.1 Mengetahui bagaimana struktur tanggung jawab penerjemah tersumpah
berdasarkan UUPK

3.2 Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat

kualitas terjemahan dokumen berdasarkan UUPK

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode
penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang hanya menggunakan dan
mengolah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi
dokumen terhadap bahan kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-
konsep, teori-teori, dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari
penelitian terdahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah
lainnya.'® Alasan penulis menggunakan metode ini karena penulis akan
menggunakan sumber data yang berupa jenis peraturan yang diterbitkan oleh
pemerintah secara langsung yakni Undang-Undang. Sehingga penelitian ini

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari

13 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta :Raja Grafindo
Persada, 1995 him. 23



bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari

masing-masing hukum normatif.

4.1 Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat.'* Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini berupa:
e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Kosumen;
e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah

Tersumpah.

4.2 Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berfungsi untuk
menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer. Dalam penelitian ini
antara lain:
e M.Rudolf Nababan, Teori Menerjemah Bahasa Inggris. (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003)
e Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan
Akta Notaris, Made Dita Widyantari
e Penerjemah Tersumpah: Pengaturan dan Praktiknya, Edward James

Sinaga

14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (Ul-Press),
2007), him. 52



e Agus Suwandono, Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen

4.3 Hukum Tersier
Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah
bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan
hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus

bahasa inggris-indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab besar:

BAB | : Pendahuluan

Dalam bab 1 ini penulis membagi menjadi 5 sub bab, yaitu latar belakang,
identifikasi masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
Pada bab 1 bagian latar belakang dalam penulisan ini penulis menjelaskan
mengenai apa permasalahan yang akan penulis bahas. Pada bagian latar belakang
juga penulis menjelaskan alasan mengapa permasalahan tersebut dapat dikatakan
sebagai masalah. Selain itu penulis juga memberikan gambaran tentang fenomena
dan bagaimana peraturan mengatur objek yang dipermasalahkan dalam penulisan

penulis.

BAB Il : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasakan Undang-Undang no 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada bagian ini penulis akan memaparkan teori-teori yang dapat menunjang
penulisan penulis. Teori yang penulis masukan ke dalam penulisan penulis
merupakan teori yang dikemukakan oleh para ahli yang sudah melakukan

penelitian sebelum memberikan teori tersebut. Dalam memasukan teori-teori
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tersebut juga penulis memastikan bahwa teori tersebut relevan dengan kasus yang
penulis angkat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I11: Tinjauan Umum Penerjemah Tersumpah

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan penjelasan yang mendalam mengenai
permasalahan yang penulis angkat. Kemudian permasalah ini akan dikaitkan
dengan teori-teori, aturan-aturan, dan literatur-literatur yang relevan dengan

permasalahan penulis.

BAB IV: Pembahasan (judul )
Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang penulis angkat dan
memberikan jawaban-jawaban berdasarkan teori-teori dan informasi yang telah

penulis cantumkan pada bab sebelumnya.

BAB V: Penutup
Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil semua pembahasan
yang telah dicantumkan penulis dalam bab-bab sebelumnya serta memberikan

saran yang dapat diartikan kepada sasaran penelitian yang penulis lakukan.
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